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ABSTRAK 

Penangkapan Ikan Terukur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang 

bergantung pada sektor perikanan. Namun, salah satu kendala yang menyebabkan ketidaksetujuan nelayan 

adalah dampak finansial akibat penarikan PNBP pasca produksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

adaptasi nelayan terhadap mekanisme pembayaran PNBP pasca produksi dengan pendekatan deskriptif. 

Hasil survei terhadap 38 nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa menunjukkan bahwa mereka mampu 

beradaptasi dengan baik terhadap perubahan ini. Semua responden (100%) mengetahui mekanisme 

pembayaran, dengan 8% selalu tepat waktu dan 92% sering tepat waktu. Sebanyak 97% responden 

memahami mekanisme pembayaran, sementara 3% lainnya belum memahaminya. Sebagian besar nelayan 

tidak mengalami kendala dalam pembayaran, dengan 31,6% bersikap netral, 34,2% menilai sangat mudah, 

dan 34,2% menyatakan cukup mudah. Dari segi keadilan, 78,9% menilai sangat adil, 15,8% menyatakan 

adil, dan 5,3% netral. Terkait adaptasi terhadap sistem baru, 84,2% tidak mengalami kendala, meskipun 

ada beberapa yang melaporkan masalah teknis pada program atau tautan pembayaran. Selain itu, 81,6% 

responden menganggap pungutan ini sangat berpengaruh pada produktivitas mereka. Sebagian besar 

nelayan (65,8%) memperoleh informasi dari petugas pelabuhan, sementara hanya 34,2% mendapat 

informasi dari organisasi nelayan. Mayoritas nelayan (97,4%) merasa didukung oleh pemerintah. Usulan 

terbanyak meliputi peningkatan fasilitas pelabuhan, pengurangan persentase PNBP, dan perbaikan harga 

acuan ikan.  

Kata kunci: Kebijakan, Perikanan Tangkap, Penangkapan ikan terukur 

 

ABSTRACT 

Measured Fishing aims to enhance the welfare of fishermen and communities dependent on the fisheries 

sector. However, one of the obstacles causing fishermen’s disapproval is the financial impact resulting 

from post-production Non-Tax State Revenue (PNBP) collection. This study seeks to analyze fishermen’s 

adaptation to the post-production PNBP payment mechanism through a descriptive approach. A survey of 

38 fishermen at Selat Lampa Fisheries Port indicated a positive adaptation to the new process. All 

respondents (100%) were aware of the payment mechanism, with 8% consistently on time and 92% often 

timely in their payments. Moreover, 97% understood the payment procedure, while 3% still lacked 

comprehension. Most fishermen encountered no difficulties in payment, with 31.6% remaining neutral, 

34.2% finding it very easy, and another 34.2% reporting it as relatively easy. Regarding fairness, 78.9% 

rated the system as highly fair, 15.8% as fair, and 5.3% as neutral. In adapting to the new system, 84.2% 

experienced no significant issues, although some reported technical problems with the program or payment 

links. Additionally, 81.6% of respondents perceived this levy as significantly impacting their productivity.  

A majority (65.8%) received information about the policy from port officials, while only 34.2% learned 

from fishermen’s organizations. Most fishermen (97.4%) felt supported by the government. Key suggestions 

included enhancing port facilities, reducing the PNBP rate, and improving fish price benchmarks. 

Keywords: Capture Fisheries, Measurable Fishing Practices, Policy 
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Pendahuluan 

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diterapkan oleh pemerintah 

Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang 

bergantung pada sektor perikanan melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang 

berkelanjutan (Nurlaela, 2023; Trenggono, 2023). Dalam kebijakan ini, mekanisme 

penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi diterapkan sebagai 

bentuk kontribusi finansial nelayan terhadap negara. Namun, pemberlakuan PNBP pasca 

produksi ini masih menjadi kendala di kalangan nelayan karena beban finansial yang 

ditimbulkannya, yang berpotensi mengurangi pendapatan mereka. PNBP, yang 

merupakan sumber pendapatan bagi negara, sering kali dianggap sebagai beban tambahan 

bagi nelayan yang sudah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi pendapatan nelayan, yang pada 

gilirannya berdampak pada kesejahteraan mereka (Luhur & Tajerin, 2016; Ramli, 

2021).Selain itu, kenaikan biaya produksi akibat PNBP dan faktor eksternal lainnya, 

seperti kenaikan harga bahan bakar, semakin memperberat beban finansial nelayan (Mira 

et al., 2016). Kenaikan harga bahan bakar, misalnya, tidak hanya meningkatkan biaya 

operasional tetapi juga mengurangi daya beli masyarakat, yang berdampak langsung pada 

penjualan produk perikanan (Mira et al., 2016). 

Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi juga berperan dalam 

menentukan pendapatan nelayan. Misalnya, karakteristik sosial-ekonomi nelayan, seperti 

pendidikan dan akses terhadap informasi, dapat mempengaruhi kemampuan mereka 

untuk beradaptasi dengan kebijakan baru seperti PNBP (Nababan et al., 2017; Ridha, 

2017). Selain itu, kontribusi perempuan dalam keluarga nelayan juga menjadi faktor 

penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, meskipun kontribusi ini sering 

kali tidak diakui secara resmi (Firdaus & Rahadian, 2016; Puspitawati et al., 2019). 

Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada implementasi kebijakan 

PIT secara umum, namun belum banyak yang membahas aspek adaptasi nelayan terhadap 

mekanisme PNBP pasca produksi.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adaptasi nelayan dalam menghadapi 

mekanisme pembayaran PNBP pasca produksi, khususnya di Pelabuhan Perikanan Selat 

Lampa. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha menggali 

tingkat pemahaman, kemudahan akses, dan persepsi keadilan dari nelayan terhadap 
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mekanisme tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan pemahaman yang 

lebih dalam mengenai kesiapan dan adaptasi nelayan terhadap kebijakan fiskal dalam 

sektor perikanan, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan 

dalam mengoptimalkan kebijakan PNBP pasca produksi agar lebih diterima oleh 

komunitas nelayan, sehingga dampaknya pada kesejahteraan dapat ditingkatkan. 

Bahan dan Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Kabupaten 

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan penelitian berlangsung dari Februari 

hingga Mei 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dan observasi lapangan 

sebagai metode pengumpulan data. Metode survei dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner kepada responden terpilih, yaitu nelayan yang beroperasi di Pelabuhan 

Perikanan Selat Lampa. Data yang diperoleh dari survei dan observasi lapangan dianalisis 

secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa.  Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi lembar kerja, alat tulis, kamera, dan kuisioner.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Pengetahuan dan kesadaran nelayan di PP selat lampa terhadap mekanisme 

pembayaran pungutan hasil perikanan pasca produksi merupakan faktor kunci dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Pada umumnya, nelayan di Natuna ini 

sudah memahami aturan dan prosedur yang berlaku, agar dapat mematuhi dan 

mengoptimalkan keuntungan dari hasil tangkapan mereka. Pengetahuan ini mencakup 

pemahaman tentang jenis-jenis pungutan, cara perhitungan pungutan, serta jadwal 

pembayaran yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Selain itu, kesadaran akan pentingnya 

mekanisme pembayaran ini juga harus ditanamkan, agar nelayan dapat melihat manfaat 

jangka panjang dari kepatuhan terhadap peraturan yang ad Pemahaman dan kesadaran 

para nelayan di PP Selat Lampa mengenai mekanisme pembayaran pungutan hasil 

perikanan pascaproduksi merupakan elemen penting bagi keberhasilan penerapan 

kebijakan tersebut. Pada umumnya, nelayan di Natuna telah memahami peraturan dan 

prosedur yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan memaksimalkan keuntungan 

dari hasil tangkapan mereka. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai jenis-

jenis pungutan, cara perhitungan pungutan, serta jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh 
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pihak berwenang. Di samping itu, kesadaran akan pentingnya mekanisme pembayaran ini 

juga perlu dibangun, sehingga nelayan dapat merasakan manfaat jangka panjang dari 

kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 menunjukkan hasil survei terkait pengetahuan nelayan mengenai 

mekanisme pembayaran pungutan hasil perikanan pasca produksi. Gambar 1 menyajikan 

persentase responden yang telah memahami sistem pungutan tersebut. Berdasarkan hasil 

penelitian, tampak bahwa 100% dari responden menunjukkan bahwa mereka memiliki 

pengetahuan tentang mekanisme pembayaran pungutan pascaproduksi ini. 

Pemahaman dan kesadaran nelayan terhadap kebijakan pungutan memiliki dampak 

signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pengelolaan perikanan. Saat para nelayan 

mengetahui aturan dan prosedur pembayaran, mereka lebih cenderung mematuhi 

ketentuan yang berlaku, sehingga membantu menjaga stabilitas ekonomi dan 

keberlanjutan sumber daya laut. Fenomena ini juga bisa dilihat sebagai bentuk partisipasi 

aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga 

kesejahteraan ekosistem dan komunitas nelayan itu sendiri. Hasil penelitian ini 

mencerminkan kesadaran tinggi para nelayan di PP Selat Lampa, yang dapat menjadi 

contoh positif bagi komunitas nelayan lainnya untuk meningkatkan pemahaman terkait 

kebijakan serupa di sektor perikanan. 

Gambar 2 menggambarkan data ketepatan waktu nelayan dalam membayar 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan Selat 

Lampa, Natuna. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas nelayan, yaitu 92%, selalu 

membayar tepat waktu. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat kesadaran dan komitmen 

yang tinggi di antara nelayan di Selat Lampa terhadap kewajiban pembayaran PNBP. 

Sementara itu, sebesar 8% dari nelayan tercatat sering membayar tepat waktu, meskipun 

dengan frekuensi yang tidak seketat kelompok mayoritas. Ketidakhadiran kategori 
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“Kadang-kadang” dan “Tidak Pernah” dalam data menunjukkan bahwa tidak ada nelayan 

yang mengabaikan kewajiban ini sepenuhnya atau membayar dengan ketepatan yang 

sangat rendah. Fenomena ini bisa jadi dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan yang 

ketat di pelabuhan atau adanya sanksi administratif yang efektif dalam mendorong 

kedisiplinan.  

Gambar 3 menunjukkan persepsi nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, 

Natuna, mengenai tingkat kemudahan dalam melakukan pembayaran Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi. Persepsi ini mencerminkan pengalaman nelayan 

dalam memenuhi kewajiban finansial mereka kepada negara, yang pada akhirnya dapat 

memengaruhi tingkat ketepatan waktu pembayaran. Analisis ini penting untuk memahami 

seberapa efektif sistem pembayaran PNBP diterapkan serta apakah ada hambatan yang 

dihadapi nelayan dalam prosesnya. 

 

Gambar 3. Kemudahan Pembayaran PNBP Pasca Produksi 

Berdasarkan Gambar 3, persepsi nelayan mengenai kemudahan pembayaran 

PNBP Pasca Produksi terbagi ke dalam tiga kategori utama. Mayoritas responden merasa 

bahwa proses pembayaran tergolong "Sangat Mudah" (34%) atau "Mudah" (34%), yang 

menunjukkan bahwa dua pertiga dari responden tidak menghadapi kesulitan berarti dalam 

proses ini. Persepsi kemudahan ini bisa menjadi indikator bahwa sistem pembayaran 

PNBP di Pelabuhan Selat Lampa telah didesain untuk memfasilitasi nelayan dalam 

memenuhi kewajiban mereka dengan efisien. Kemudahan akses, dukungan petugas, dan 

transparansi prosedur bisa menjadi beberapa faktor yang berkontribusi pada persepsi ini. 

 

32% 34% 

34% 

SANGAT MUDAH 

mudah 

netral 

sulit 

sangat sulit 
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Sebaliknya, terdapat 32% nelayan yang bersikap "Netral," menunjukkan bahwa sepertiga 

dari mereka mungkin mengalami sedikit hambatan, meskipun tidak terlalu signifikan, 

atau menganggap prosesnya biasa saja tanpa ada kemudahan atau kesulitan yang 

mencolok. Tidak ada responden yang melaporkan bahwa pembayaran tersebut sulit atau 

sangat sulit, yang menunjukkan bahwa mayoritas besar dari mereka dapat menavigasi 

sistem pembayaran dengan baik.  

Gambar 4 menampilkan pendapat nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, 

Natuna, terkait keadilan dalam sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) Pasca Produksi. Persepsi tentang keadilan ini penting untuk dievaluasi, karena 

pandangan nelayan mengenai aspek keadilan dalam sistem pembayaran akan 

memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepatuhan mereka terhadap kebijakan tersebut. 

Dengan menilai tanggapan mereka, pihak terkait dapat mengevaluasi dan memperbaiki 

sistem yang ada, memastikan bahwa prosedur pembayaran berjalan secara transparan dan 

adil bagi seluruh pihak. 

Gambar  4. Pendapat Nelayan tentang Keadilan dalam Pembayaran PNBP Pasca 

Gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan, yaitu sebanyak 79%, 

merasa bahwa sistem pembayaran PNBP Pasca Produksi di pelabuhan tersebut "Adil." 

Hal ini menandakan bahwa mayoritas nelayan memiliki persepsi positif terhadap keadilan 

dalam kebijakan ini. Tingginya tingkat kepuasan ini dapat mendukung kelancaran proses 

pembayaran dan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban ini. Sebanyak 16% 

nelayan merasa bahwa sistem tersebut "Sangat Adil," yang memperkuat indikasi bahwa 

5% 16% 

79% 

Sangat adil 

Adil 

Netral 

Tidak adil 

Sangat tidak adil 



Prosiding Seminar Nasional Perikanan Indonesia ke-25  

Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jakarta, 10-11 Oktober 2024 

E-ISSN: 2964-8408 
 

 

485 Adaptasi Nelayan Selat Lampa Terhadap Mekanisme Penarikan PNBP Pasca Produksi 

 

Seminar Nasional 

Perikanan Indonesia ke-25 

sebagian besar nelayan percaya terhadap sistem yang diterapkan. Di sisi lain, hanya 5% 

yang bersikap "Netral," menunjukkan bahwa sebagian kecil dari responden merasa bahwa 

sistem ini berjalan cukup baik tanpa kesan keadilan atau ketidakadilan yang mencolok. 

Tidak adanya responden yang memilih kategori "Tidak Adil" atau "Sangat Tidak Adil" 

memperkuat pandangan bahwa mayoritas besar nelayan merasa adil dengan sistem 

pembayaran yang berlaku. 

Gambar 5 menampilkan tanggapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, 

Natuna, mengenai kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pembayaran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi. Persepsi tentang kesulitan dalam 

pembayaran penting untuk dievaluasi, karena hambatan dalam proses ini dapat 

memengaruhi ketepatan waktu dan kepatuhan nelayan dalam memenuhi kewajiban 

finansial mereka. Dengan mengetahui jenis dan frekuensi kesulitan yang dihadapi, pihak 

pelabuhan dapat merancang solusi yang efektif untuk mempermudah proses pembayaran 

bagi para nelayan. 

 

Gambar 5. Pendapat Nelayan Tentang Kesulitan Dalam Proses Pembayaran 

Gambar 5 menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan, yaitu 84%, menyatakan 

tidak mengalami kesulitan dalam proses pembayaran PNBP Pasca Produksi. Tingginya 

persentase ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan di pelabuhan 

tersebut telah berhasil menyediakan prosedur yang mudah diakses dan minim hambatan 

bagi para nelayan. Ini bisa mencerminkan efektivitas dari sistem yang diterapkan, 

kemungkinan dengan dukungan teknologi yang mudah digunakan, prosedur yang 

Pendapat nelayan tentang kesulitan dalam proses 
pembayaran 

16% 

84% 

Ya Jelaskan 

Tidak 

Program/link error 
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sederhana, atau bantuan langsung dari petugas di pelabuhan. Sebaliknya, 16% nelayan 

melaporkan mengalami kesulitan. Kesulitan ini mungkin berkaitan dengan akses internet, 

keterbatasan pengetahuan teknologi, atau kendala lainnya yang terkait dengan sistem 

pembayaran elektronik.  

 

Pembahasan 

Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran nelayan terhadap peraturan dan 

mekanisme pembayaran dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar 

pungutan hasil perikanan (Wijaya, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan yang 

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan mekanisme pembayaran berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, termasuk nelayan (Wijaya, 2023). Selain itu, 

pemahaman yang baik tentang mekanisme ini dapat membantu nelayan dalam 

merencanakan keuangan mereka, sehingga mereka dapat mengelola pendapatan dengan 

lebih efektif (Vibriyanti, 2019).  

Kedua, kesadaran nelayan tentang dampak dari pungutan hasil perikanan juga 

berperan penting dalam keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur. Nelayan yang 

memahami bahwa pungutan ini digunakan untuk pengelolaan sumber daya perikanan 

yang berkelanjutan cenderung lebih mendukung kebijakan tersebut (Megawanto et al., 

2020). Penelitian menunjukkan bahwa ketika nelayan menyadari manfaat jangka panjang 

dari pungutan yang dibayarkan, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas hasil 

tangkapan, mereka lebih termotivasi untuk mematuhi kebijakan yang ada (Mustaruddin 

et al., 2021). Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi yang efektif mengenai manfaat 

dari pungutan hasil perikanan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran nelayan 

(Choirunnisa et al., 2022).  

Selanjutnya, faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi pengetahuan dan 

kesadaran nelayan. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan nelayan terhadap 

akses modal dan jaringan sosial dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk 

memahami dan mematuhi mekanisme pembayaran (Amriwan, 2021). Dalam konteks ini, 

pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan peningkatan akses informasi 

menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran nelayan 

(Tasabaramo, 2023). Dengan meningkatkan kapasitas nelayan dalam hal pengetahuan 

dan keterampilan, diharapkan mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan 
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sumber daya perikanan dan mematuhi kebijakan yang ada (Sudarmo et al., 2016). 

Dari Gambar 3, dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Perikanan Selat Lampa telah 

berhasil menciptakan sistem yang mempermudah nelayan dalam pembayaran PNBP. 

Namun, untuk meningkatkan pengalaman nelayan yang bersikap netral, pihak pelabuhan 

mungkin perlu mempertimbangkan peningkatan layanan atau penyederhanaan prosedur 

lebih lanjut agar seluruh nelayan dapat merasakan kemudahan yang optimal dalam proses 

pembayaran ini. Kualitas pelayanan jasa pelabuhan yang baik berkontribusi pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan keadilan sosial (Zakaria, 2024). 

Dengan demikian, investasi dalam infrastruktur pelabuhan, seperti penambahan fasilitas 

pendaratan dan pengolahan hasil tangkapan, dapat meningkatkan efisiensi dan 

kenyamanan bagi nelayan dalam melakukan transaksi (Prasetyo et al., 2022).  

Selain itu, pelabuhan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat langsung kepada nelayan (Marwah, 2021). 

Penyederhanaan prosedur pembayaran PNBP juga sangat penting. Proses yang rumit dan 

berbelit-belit dapat menjadi penghalang bagi nelayan untuk mematuhi kewajiban 

pembayaran mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyederhanakan prosedur 

ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh nelayan (Safira et al., 2022). Penelitian 

menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait 

pembangunan pelabuhan cenderung lebih siap dan memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang prosedur yang ada (Safira et al., 2022). 

Selanjutnya, pentingnya komunikasi yang efektif antara pihak pelabuhan dan 

nelayan tidak dapat diabaikan. Melalui komunikasi yang baik, nelayan dapat 

menyampaikan keluhan dan masukan mengenai layanan yang ada, sehingga pihak 

pelabuhan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan (Sriyono & Dewi, 2021). 

Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

pengembangan kapasitas dapat meningkatkan efektivitas layanan publik (Azizah, 2024). 

Oleh karena itu, pelabuhan perlu membangun saluran komunikasi yang terbuka dan 

responsif terhadap kebutuhan nelayan.  

Secara keseluruhan, data pada Gambar 4 menunjukkan bahwa sistem pembayaran 

PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa dipandang adil oleh 

mayoritas nelayan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan ini, pihak 

pelabuhan perlu terus mempertahankan transparansi, konsistensi, dan mungkin 
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memberikan sosialisasi lebih lanjut agar persepsi keadilan tetap terjaga di masa 

mendatang. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan 

publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah 

(Maharani, 2023). 

Meskipun hanya sebagian kecil dari responden yang merasakan hambatan 

sebagaimana tersaji dalam Gambar 5, hal ini tetap penting untuk diperhatikan guna 

memastikan bahwa semua nelayan dapat menyelesaikan pembayaran mereka tanpa 

kendala, terutama jika sistem pembayaran yang digunakan berbasis digital. Secara 

keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran PNBP Pasca Produksi di 

Pelabuhan Perikanan Selat Lampa sudah berjalan dengan baik dan mendapat respons 

positif dari sebagian besar nelayan. Namun, pihak pelabuhan perlu memberikan perhatian 

khusus kepada 16% nelayan yang masih merasakan kesulitan, mungkin dengan cara 

memberikan pelatihan, menyediakan akses informasi tambahan, atau memastikan adanya 

bantuan teknis untuk mereka yang mengalami masalah.  

 

Simpulan  

Hasil survei terhadap nelayan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa menunjukkan 

bahwa mereka mampu beradaptasi dengan baik terhadap sistem pembayaran PNBP yang 

baru. Seluruh responden mengetahui mekanisme pembayaran, dengan sebagian besar 

membayar tepat waktu. Tingkat pemahaman terhadap mekanisme pembayaran juga tinggi 

(97%), dan sebagian besar nelayan tidak mengalami kendala berarti dalam proses 

pembayaran, yang umumnya dinilai mudah atau sangat mudah. Dari segi keadilan, 

mayoritas nelayan merasa sistem ini adil atau sangat adil. Meskipun beberapa nelayan 

menghadapi kendala teknis, mayoritas besar tetap dapat beradaptasi tanpa kesulitan. 

Sebagian besar responden menganggap pungutan ini berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas mereka, dan mayoritas merasa didukung oleh pemerintah, meskipun ada 

usulan perbaikan fasilitas, pengurangan persentase PNBP, dan penyesuaian harga acuan 

ikan. 
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